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ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF TAX AMNESTY POLICY IN TAX OFFICE
PRATAMA TANJUNG KARANG OF BANDAR LAMPUNG CITY

By
Athiyatun Nasyiah

The policy of tax amnesty becomes one of the policies in order to optimize the
state revenue. With the tax amnesty policy is expected to provide benefits not only
to improve the economy but also to the government and the Tax payer itself. The
purpose of this study is to describe the implementation of tax amnesty policy in
Tax Office Pratama Tanjung Karang Of Bandar Lampung City. The method used
in this research is description with qualitative approach. Data collection
techniques used were interviews, documentation, and observation.

The results showed that the implementation of the Tax Amnesty policy in the Tax
Office Pratama Tanjung Karang Of Bandar Lampung City that is seen from the
model of Charles O. Jones has been largely executed well, as seen by the
organization, interpretation, and implementation. However, for the stage of
interpretation, especially socialization conducted by the Central Government to
provide information for the community is still lacking. Suggestion of research,
need for further sociaization about tax amnesty, need good coordination among
employees to more intensively socialize again.

Keywords. |mplementation, Policy, Tax Amnesty



ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX
AMNESTY) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG
KARANG KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh
Athiyatun Nasyiah

Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) menjadi salah satu kebijakan dalam
rangka mengoptimalkan pendapatan negara. Dengan adanya kebijakan
pengampunan paak (tax amnesty) diharapkan dapat memberikan manfaat tidak
hanya untuk meningkatkan perekonomian namun juga untuk pemerintah dan
Wajib Pgak itu sendiri. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan
implementasi kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Kantor Pelayanan
Pgjak Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan
observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pengampunan Pajak
(Tax Amnesty) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang Kota Bandar
Lampung yaitu dilihat dari model Charles O jones sebagian besar sudah
dijalankan dengan baik, seperti dilihat organisasi, interpretasi, dan penerapan.
Namun, untuk tahap interpretasi khususnya sosialisas yang dilakukan Pemerintah
Pusat memberikan informas untuk masyarakat masih kurang. Saran penelitian,
perlu adanya sosialisasi |anjutan tentang pengampunan pajak (tax amnesty), perlu
adanya koordinasi yang baik antar pegawai untuk lebih intensif lagi melakukan
sosialisasi.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional ditentukan oleh
kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat, maka
diperlukan dana untuk pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan.
Berbagai macam pembangunan yang sudah dilakukan sgak kemerdekaan
sampai sekarang untuk mewujudkan kesegjahteraan rakyat dan kemajuan
bangsa menjadi lebih baik. Pembangunan yang dilakukan pemerintah
meliputi berbagai aspek diantaranya dari segi infrastruktur. Pembangunan
infrastruktur merupakan pembangunan fasilitas baik fisik maupun non fisik
yang dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud tanggung jawab pemerintah
dan timbal balik dari pembayaran pajak oleh warga negara untuk mendukung
terlaksananya kegiatan masyarakat. Dalam mewujudkan pembangunan sangat
membutuhkan kesinergian antara masyarakat dan pemerintah. Partisipasi
masyarakat sangat penting untuk mewujudkan suatu pembangunan yaitu
dalam bentuk membayar pgak. Selain itu untuk mewujudkan pembangunan
diperlukan anggaran dana yang sangat besar dari negara. Salah satu sumber

penerimaan terbesar negara adalah pada sektor pgak. Sebagai salah satu



penerimaan bagi negara, pagak sangat diandalkan untuk pembiayaan
pembangunan dan pengeluaran negara. Pgjak merupakan kontribusi wajib
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. (Sumber: http//www.pajak.go.id/ diakses pada 28
Agustus 2017). Oleh sebab itu pagak merupakan salah satu sumber
penerimaan negara yang sangat penting bagi pembangunan nasional.
Pemerintah setigp tahunnya senantiasa berusaha untuk meningkatkan
penerimaan paak guna membiayai pembangunan yang dilaksanakan.
Semakin besar penerimaan negara dari pajak, maka semakin besar pula

kemampuan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan.

Pada APBN 2017 dari jumlah pendapatan negara yang direncanakan sebesar
Rp 1.750,3 triliun, sebesar Rp 1.341,7 triliun diantaranya bersumber dari
penerimaan perpajakan. Dari komposisi pendapatan negara di atas terlihat
bahwa porsi penerimaan pajak mencakup 85,6% dari seluruh pendapatan
negara. Apabila digabung menjadi satu pos penerimaan perpaakan, maka
porsi penerimaan pgak dan beacuka secara bersama-sama akan meliputi
85,6% dari seluruh pendapatan Negara, (Kementrian Keuangan R,
http://mwww.kemenkeu.go.id/ diakses pada 28 Agustus 2017). Ha ini
menunjukkan bahwa penerimaan perpgjakan sangat dominan dalam postur
APBN kita. Sehingga tidak heran pemerintah kebijakan pemerintah secara

keseluruhan termasuk yang menyangkut ekonomi dan hukum dikaitkan



dengan kebijakan perpajakan. Sebagaimana diketahui pajak merupakan salah
satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menunjang
jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Pajak memiliki
peran yang sangat penting dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan
negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pajak sangat penting untuk
pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya
kesehatan, pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas
publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka

semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun.

Kebijakan pemerintah yang cukup krusia pada tahun 2016 adaah
pengampunan paak (tax amnesty), Undang-Undang No. 11 Tahun 2016
tentang pengampunan pagak (tax amnesty). Pada Undang-Undang tersebut
pengampunan pajak (tax amnesty) diartikan sebagai penghapusan pgak yang
seharusnya terutang, tidak dikenal sanksi administrasi perpgjakan dan sanks
pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar
uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Penerapan
pengampunan paak (tax amnesty) 2016 di Provins Lampung berpotensi
menambah penerimaan pgak di Lampung sebesar Rp 700-800 miliar.
Kebijakan ini berlangsung dari 18 Juli 2016 lalu hingga 31 Maret 2017.
Pengampunan pgak (tax amnesty) dibagi menjadi tiga tahap. Untuk tahap
pertama bulan Juli-September 2016 dengan tarif (rate) sebesar 2%, tahap
kedua adalah Oktober-Desember dan tarif (rate) sebesar 3%, lalu tahap ketiga

bulan Januari-Maret 2017 dan tarif (rate) sebesar 5%, tarif (rate) adalah uang



tebusan yang harus dibayarkan oleh Wajib Pgjak. Tarif (rate) tersebut berlaku
bagi Wajib Pgak yang melakukan repratiasi atau deklarasi dalam negeri.
Sedangkan yang melakukan deklarasi luar negeri besarnya tarif (rate) adalah
dua kali lipatnya. Tahap pertama sebesar 4%, tahap kedua sebesar 6%, dan
tahap ketiga sebesar 10%. Deklarasi luar negeri tersebut adalah laporan

adanya harta di luar negeri yang tidak bisa dibawa pulang ke Indonesia.

Namun pada kenyataannya penerimaan pgak di Lampung masih tergolong
rendah. Penerimaan pajak masih rendah dikarenakan masih banyak Wagjib
Pagjak yang belum sadar tentang pagjak, dan pentingnya pgjak. Selain itu masih
banyak Wagjib Pgjak yang belum melaporkan pajaknya secara jujur dan masih
banyak Wajib Pgjak yang tidak membayar pgak karena masih menganggap
pajak sebagal beban sehingga banyak sekali Wajib Pgjak yang berusaha untuk
menghindari pagjak dengan menyembunyikan harta ataupun tidak melunasi
paak yang terutang. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat rendahnya
kesadaran warga negara dalam pajak padatabel berikut ini:

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Orang Pribadi Pajak di KPP Pratama
Tanjung Karang

Tahun WPOP Terdaftar WPOP WPOP yang Kepatuhan
Efektif Menyampaik (%)
an SPT
2014 62.414 57.092 25.450 45%
2015 67.658 62.335 25.771 41%
2016 72.267 66.942 23.454 35%

Sumber: KPP Pratama Tanjung Karang, 2018




Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah wajib
pajak yang terdaftar belum tentu menunjukkan peningkatan wajib pajak orang
pribadi yang menyampaikan SPT tahunan. Tingkat kepatuhan membayar
pajak di Kantor Pelayanan Pgjak Pratama Tanjung Karang pada tahun 2014
sebesar 45%, tahun 2015 turun menjadi 41% dan pada tahun 2016 turun
menjadi 35%. Hal ini dikarenakan masih banyak Wajib Pgjak orang pribadi
yang penghasilannya telah dipotong oleh pemberi kerja tidak menyampaikan
SPT tahunan, sehingga tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu,
masih banyak pula Wajib Pgjak orang pribadi yang sebenarnya berpotensial
untuk meningkatkan pendapatan pajak negara apabila Wajib Pajak tersebut

patuh untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Wajib Pgjak di Bandar Lampung dianggap kurang terbuka, karena Wagjib
Pgak merasa khawatir apabila data harta kekayaannya terbongkar atau
dibocorkan oleh pihak Kantor Pelayanan Pgak Pratama Tanjung Karang hal
tersebut disampaikan oleh Rika Amalia Ardi selaku seksi pelayanan di Kantor
Pelayanan Pgak Pratama Tanjung Karang. Pernyataan tersebut dapat
dikatakan tidak semua Wagjib Pgak di Kota Bandar Lampung ikut kebijakan
pengampunan pajak (tax amnesty), semestinya dengan diadakannya kebijakan
pengampunan paak (tax amnesty) dimanfaatkan dengan baik oleh Wagjib
Pgak Kota Bandar Lampung. Kurangnya antusias dari Wajib Pgak
menyebabkan pendapatan pengampunan pajak (tax amnesty) di Kantor Pgak
Pelayanan Pratama Tanjung Karang masih dikatakan jauh dari target yang

telah ditentukan. Banyak faktor mengapa kebijakan pengampunan paak (tax



amnesty) belum sepenuhnya tercapai. Salah satu faktor tersebut adalah
kurangnya kesadaran dari masyarakat, karena keikutsertaan Wajib Pagjak
dalam membayar pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target
penerimaan pajak. Semakin tinggi  kepatuhan Wajib Pajak, maka penerimaan

pajak akan semakin meningkat.

Wajib Pajak belum sepenuhnya memahami apa itu pengampunan pajak (tax
amnesty), kurangnya sosialisasi menjadi faktor penentu pencapaian kebijakan
pengampunan pajak (tax amnesty). Pemerintah dinilai terkesan berburu-buru
ketika mengeluarkan Undang-Undang tentang pengampunan pajak (tax
amnesty) dan seharusnya sosialisas dilakukan secara menyeluruh. Faktor
lainnya adalah Kantor Pelayanan Pgjak Pratama Tanjung Karang kesulitan
dalam menemui Wajib Pajak secara langsung terutama Wajib Pgjak instansi
besar, karena kesibukan Wgjib Pgjak atau Wgjib Paaknya yang tertutup.
Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai
pengampunan pgak (tax amnesty) dengan judul pendlitian : “Implementasi
Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka permasalahan yang
akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

Bagaimanakah implementasi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) di

Kantor Pelayanan Pgjak Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung?



C. Tujuan Pendlitian
Setiap penelitian tentunya memiliki tujuan apa yang dicapai dari hasil akhir
penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan diatas
maka tujuan dari penelitian ini adalah :
Untuk menganalisis implementasi kebijakan pengampunan pagak (tax
amnesty) di Kantor Pelayanan Pgjak Pratama Tanjung Karang Kota Bandar

Lampung.

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penulisan ini yaitu:
1. Secara teoritis, hasil penditian ini dapat memberikan manfaat dalam
bidang keilmuan Administrasi Negara.
2. Secara praktis, diharapkan sebagai referensi atau bahan pertimbangan
bagi penelitian lanjutan bagi jurusan IImu Administras Negara Pada

Fakultas IlImu Sosial dan IImu Politik Universitas Lampung.
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Pagjak
1. Pengertian Pajak
Pgjak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang,
pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan
umum dan tata cara perpajakan adalah “Kontribusi wajib kepada negara
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat”.

Paak juga diartikan iuran masyarakat kepada negara (yang dapat
dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut
peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat
prestas kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah
untuk membiayai pengel uaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara
untuk menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2013: 2). Menurut Prof.

Dr. Rochmat Soemitro pgak adalah iuran rakyat kepada kas negara



berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada
mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan
dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,

2011: 1)

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas peneliti dapat menyimpulkan
pajak merupakan pungutan yang harus dibayar rakyat untuk negara dan
akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum.
Rakyat yang membayar pagak tidak akan merasakan manfaat dari
pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum

bukan untuk kepentingan pribadi.

. Fungsi Pajak

Terdapat duafungs pajak yaitu, (Marihot P. Siahaan, 2004: 9) :

a. Fungsi sumber penerimaan (Budgetair)
Paak mempunyai fungsi (budgetair), artinya merupakan salah satu
sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai negara dan juga
sebagali kas negara. Pembiayaan negara baik rutin maupun sebagai
pembangunan negara. Sumber keuangan negara, pemerintah berupaya
untuk memasukkan uang sebanyak banyaknya sebaga kas untuk

negara.



b.

10

Fungsi mengatur (regulerend)

Pgak mempunya fungsi pengatur, artinya pgak sebagali alat untuk
mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial
dan ekonomi, serta mencapa tujuan-tujuan tertentu diluar bidang

keuangan.

3. Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pgak yang dapat digunakan ada tiga yaitu Official

Assessment  System, Self Assessment Sytem, dan Withholding Sytem.

Marihot P. Siahaan (2004: 22) mendefinisikan sebagal berikut:

a

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang
memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menetukan

besarnya pgjak yang terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

Sf Assessment Sytem merupakan sistem pemungutan pajak yang
memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada
Wajib Pgjak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan

melaporkan sendiri besaarnya pgjak yang harus dibayar.

Withholding Sytem System merupakan sistem pemungutan pajak yang
memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau

memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
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B. Pengampuan Pajak (Tax Amnesty)
1. Pengertian Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan
paak (tax amnesty) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang,
tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang
perpajakan, dengan cara mengungkap harta serta membayar uang tebusan
sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Menurut PMK
No0.118/PMK.03/2016 pengampunan paak (tax amnesty) adalah
penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak mendapatkan sanksi
pidana di bidang perpgakan dengan cara mengungkap harta dan
membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

pengampunan pajak (tax amnesty).

Menurut Devano dan Rahayu pengampunan pagak (tax amnesty)
merupakan kebijakan pemerintah dibidang perpajakan yang memberikan
penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan
dadam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan
penerimaan pgak dan kesempatan bagi Wajib Pgak yang tidak patuh
menjadi Wajib Pgak yang patuh. Penerapan pengampunan pgak (tax
amnesty) diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela
Wagib  Pgak di masa Yyang akan datang  (Sumber:
https://gjournal.bsi.ac.id/gjurnal/index.php/per spektif/article/download/15

06/1246 diakses pada 10 Agustus 2017).



12

Berdasarkan pengertian diatas, pengampunan paak (tax amnesty)
merupakan program kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan
kepada seluruh Wajib Pgjak untuk melunasi tunggakan pajaknya tanpa
adanya sanksi administrasi maupun pidana dan membayar uang tebusan
sesuai dengan Undang-Undang untuk meningkatkan kepatuhan Wajib

Pajak dan penerimaan negara.

. Jenis Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

Secara umum pengampunan paak (tax amnesty) diharapkan dapat

menghasilkan penerimaan pagak yang selama ini kurang optimal,

meningkatnya kepatuhan membayar paak merupakan dampak dari
semakin efektifnya pengawasan, sebab semakin akuratnya informasi
tentang daftar kekayaan Wajib Pgjak. Menurut Erwin Silitonga dalam
literatur sekurang-kurangnya terdapat 4 jenis pengampunan pajak

(Sumber: https: //www.kemenkeu.go.id/sites/defaul t/fil es/anali si s/i mplement

asl/tax/amnesty/di/indonesia.pdf) diakses pada 10 Agustus 2017) jenis

yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a.  Pengampunan hanya diberikan terhadap sanksi pidana perpajakan sga
sedangkan kewgjiban untuk membayar pokok paak termasuk
pengenaan sanksi administrasi seperti bunga dan denda tetap ada.
Tujuan pengampunan ini adalah memungut dan menagih utang pajak
tahun-tahun sebelumnya yang tidak dibayar atau dibayar tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penerimaan negara

meningkat sekaligus jumlah Wajib Pajak bertambah.
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b. Pengampunan pajak yang diberikan tidak hanya berupa penghapusan
sanksi pidana, tetapi juga sanksi administrasi berupa denda. Tujuan
dari pengampunan ini adalah dasarnya sama dengan jenis 1 (pertama),
yang berbeda adalah jenis sanks administrasi yang dikenakan oleh
fiskus hanya sebatas bunga atas kekurangan pajak. Dengan demikian,
model ini tetap harus membayar pokok pajak ditambah dengan bunga

atas kekurangan pokok tersebut.

c. Pengampunan pgak diberikan atas seluruh sanksi, balk sanksi
administrass maupun sanks pidana. Konsekuens dari pengampunan
jenis ini adalah Wajib Pgak hanya dikenakan kewagjiban sebatas
melunasi utang pokok untuk tahun-tahun sebelumnya tanpa dikenakan
pidana. Dengan demikian pengampunan diberikan terhadap semua
perbuatan yang dilakukan sebelum pemberian pengampunan pajak

baik terhadap pelanggaran, yang bersifat adminitratif maupun pidana.

d. Pengampunan diberikan terhadap seluruh utang pajak untuk tahun-
tahun sebelumnya dan juga atas seluruh sanksi baik yang bersifat

administratif maupun pidana.

Pada pengampunan pajak jenis ini, negara melepaskan hak untuk
melakukan penagihan atas seluruh hutang pajak yang harus dibayar.
Dengan demikian, tidak ada uang pajak yang masuk kedalam negara
sehingga tidak ada peningkatan atau penambahan negara pada saat

diterapkannya pengampunan. Ha ini disebabkan hak negara untuk
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memperoleh penerimaan pajak dari tahun-tahun sebelumnya dilepaskan

atau dibebaskan.

3. Asasdan Tujuan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)
Pengampunan Pgjak dilaksanakan berdasarkan asas:
a. Kepastian hukum adalah pelaksanaan pengampunan pajak harus dapat
mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian

hukum.

b. Keadilan adalah pelaksanaan pengampunan pajak menjunjung tinggi

keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.

c. Kemanfaatan adalah seluruh pengaturan kebijakan pengampunan
pajak bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat,

khususnya dalam memaj ukan kesgjahteraan umum.

d. Kepentingan nasiona adalah pelaksanaan pengampunan pajak
mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas

kepentingan lainnya.

Pengampunan pgjak (tax amnesty) merupakan salah satu cara untuk
meningkatkan penerimaan pagak tanpa menambah beban paak baru
kepada masyarakat serta memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak
yang tidak patuh untuk melaporkan penghasilannya. Menurut Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2016 tujuan dari pengampunan paak (tax

amnesty) sebagai berikut:



15

a Bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan reskrukturisas
ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak
terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan niai tukar rupiah,

penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.

b. Bertujuan untuk mendorong reformas perpgakan menuju sebuah
sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data

perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.

c. Bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pgak, antara lain akan

digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

4. Subjek dan Objek Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 pasal (3) subjek dan
objek pajak pengampunan yaitu:

a. Setiap Wajib Pgjak berhak mendapatkan pengampunan pajak.

b. Pengampunan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kepada Wagjib Pgjak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya

dalam surat pernyataan.

c. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),yaitu
Wajib Pagak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas
penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan dalam proses
peradilan atau menjalani hukuman pidana,atas tindak pidana di bidang

perpajakan.



16

d. Pengampunan pagak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pengampunan atas kewajiban perpgakan sampa dengan akhir tahun
paak terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh

Waijib Pajak.

e. Kewagjiban perpagjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas
kewajiban :
1) Pajak Penghasilan Pgjak Pertambahan Nilai
2) Pgjak Pertambahan Nilai

3) Pagjak Penjualan atas Barang Mewah

C. Implementas Kebijakan Publik
1. Pengertian Implementas Kebijakan Publik
Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah bersangkut-paut dengan
mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-
prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia
mengangkut masalah konflik, keputusan dan sigpa yang memperoleh apa

dari suatu kebijakan (Sulistio, 2009: 38)

Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang
terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yang memberikan otoritas
program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran nyata
(tangible output) (Winarno, 2012: 148). Menurut Van Meter dan Van

Horn implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan
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oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun
swasta yang keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-
tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-
keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu
tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai
perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-

keputusan kebijakan (Winarno, 2012: 149-150).

Implementasi  kebijakan publik secara konvensiona dilakukan oleh
negara melalui badan-badan pemerintahan yang merupakan upaya
pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni
memberikan pelayanan publik (public service). Kebijakan yang baik
tidak memiliki arti apa-apa jika tidak dapat diimplementasikan.
Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah
rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi
biasanya dilakukan setelah perencanaaan sudah dianggap sempurna
Apabila sebuah kebijakan telah ditetapkan, maka proses perumusan
kebijakan menginjak tahapan implementasi. Tahap ini melibatkan
serangkaian kebijakan yang meliputi pemberitahuan kepada publik
mengena pilihan kebijakan yang diambil, instrumen kebijakan yang
digunakan, staf yang akan melaksanakan program pelayanan-pelayanan
yang akan diberikan anggaran yang telah disigpkan, dan |aporan-laporan
yang akan dievaluasi (Suharno, 2013:169). Jadi dapat disimpulkan bahwa

implementasi merupakan pelaksanaan dalam sebuah kebijakan yang
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mana dalam ha ini implementass sangat penting karena dari
implementasi tersebut dapat diketahui gagal atau berhasilnya suatu

kebijakan.

. Modd Implementasi Kebijakan Publik

Sebagal salah satu bidang kagian yang dinamis, studi implementas
senantiasa terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Melacak
dari berbagai literatur dan hasil penelitian yang telah dihasilkan oleh para
pendliti sebelumnya. Studi implementasi telah melahirkan banyak
publikasi yang berusaha untuk memahami fenomena implementasi, baik
yang bersifat deskriptif maupun berupa model-model dalam

mengimplementasikan suatu kebijakan (Sulistio, 2009: 44).

a. Model Top-Down Approach (Brian W. Hogwood dan Lewis A.

Gunn)

Menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn dibutuhkan syarat-

syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna

(Sulistio, 2009: 44). Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi pelaksana akan
menimbulkan kendala atau gangguan yang serius, jika berada di
luar kendali implementor (dapat bersifat politik, sosia dan
ekonomi, budaya dan lain-lain)

2) Tersedianyawaktu dan sumberdaya yang memadai

3) Perpaduan sumberdaya yang dibutuhkan benar-benar ada
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4) Kebijakan itu dipengaruhi oleh adanya hubungan kausalitas
yang handal

5) Hubungan kausalitas harus bersifat langsung dan hanya sedikit

mata rantai penghubungnya

6) Hubungan ketergantungan harus kecil

7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan

8) Tugasdiperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat

9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna

10) Pihak-pihak  yang  memiliki wewenang  kekuasaan

dapatmenuntut dan mendapatkan kepatuhan.

. Mode Edwards

Edwards mengemukakan bahwa implementas kebijakan akan
berhasi| apabila terdapat empat faktor kritis yang mendukung, yaitu
komunikasi, sumber daya, disposis atau sikap, dan struktur
birokrasi. Untuk memperjelas setigp variabel tersebut (Anggara,
2012: 541) mengemukakan sebagai berikut:

1) Variabel komunikasi

2) Variabel sumber daya

3) Variabel disposisi

4) Variabd struktur birokrasi
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c. Modd Merilee S. Grindle (1980)

Menurut Merilee S. Grindle terdapat dua variabel besar yang

mempengaruhi  implementasi  kebijakan, yaitu is kebijakan dan

lingkungan implementas (Suharno, 2013: 172). Variabel is
kebijakan mencakup beberapa hal, yaitu:

1) Sgauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups
termuat dalam isi kebijakan.

2) Jenis manfaat yang diterima oleh target group.

3) Segjauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.

4) Apakah letak sebuah program sudah tepat.

5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan
implementordengan rinci.

6) Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya
yangmemadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:

1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi
yangdimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam
implementasikebijakan.

2) Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa.

3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.



21

d. Model Van Meter dan Van Horn
Menurut Van Meter dan Van Horn terdapat enam variabel yang
mempengaruhi  implementasi  kebijakan (Suharno, 2013: 176).
Variabel-variabel tersebut yaitu:
1) Standar dan Sasaran K ebijakan
2) Sumber Daya
3) Karakteristik Agen Pelaksana
4) Disposisi Implementor
5) Komunikas Antar Organisasi

6) Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

e. Model CharlesO. Jones
Kebijakan publik merupakan kebijakan yang digunakan dalam
praktek sehari-hari. Namun digunakan untuk mengantikan kegiatan
atau keputusan yang sangat berbeda. Menganadisis masaah
implementasi kebijakan dengan cara skematis, dengan mendasarkan
pada konsep aktivitas-aktivitas fungsional (Charles O. Jones, 1996:
296). Ada tiga aktivitas utama yang penting dalam implementasi

kebijakan, yaitu :

1) Organisasi, merupakan pembentukan atau penataan kembali
sumber daya, unit-unit metode untuk menjadikan program
berjalan (restrukturisas sumber daya, pembentukan unit, dan

metode untuk pelaksanaan program).
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2) Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan
pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan
(merancang program kedalam rencana dan tindakan yang dapat

diterima dan dilaksanakan).

3) Penergpan, kebutuhan rutin dari pelayanan pembayaran atau
lainnya, yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan
program (dukungan pendanaan dan lain-lain sesua tujuan

program).

__ Implementasi

Gambar 1. Faktor Yang M empengaruhi Implementasi K ebijakan
Menurut Charles O.Jones.

Sumber: Charles O.Jones dalam Jones (1996: 296)

Berdasarkan pemaparan model-model di atas, peneliti mengadopsi
model implementasi kebijakan yang telah dikembangkan oleh
Charles O. Jones, konsep inilah yang akan digunakan penulis di
lapangan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengampunan

pgak (tax amnesty) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung
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Karang karena dianggap cocok, dimana lebih menfokuskan
organisasi dalam konteks implementasi kebijakan yang aktivitasnya
untuk membentuk tim-tim pelaksana, unit-unit beserta metode-
metode agar mencapa tujuan-tujuan yang terkandung dalam
kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) serta memiliki struktur
organisas dan adanya sumber daya manusia yang berkualitas untuk
pel aksanaan kebijakan pengampunan pagjak (tax amnesty). Kemudian
alasan selanjutnya yaitu kemampuan kinerja Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Tanjung Karang menangani pelaksanaan pengampunaan
pagak (tax amnesty), dan penerapan berupa petunjuk pelaksanaan
yang sesuai atau belum dengan ketentuan peraturan/kebijakan
pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 yang

bertujuan tercapainya kebijakan tersebut.

3. Faktor-faktor Implementas Kebijakan Publik
Daam kebijakan harus dipahami bahwa bukan persoalan yang mudah
untuk melahirkan satu kebijakan. Apalagi kebijakan yang memiliki
cakupan luas menyangkut kelompok sasaran serta daerah atau wilayah
yang besar. Pada tatanan implementasi persoalan yang sering terjadi dan
rumit adalah melaksanakan satu kebijakan seladu terkait dengan
kelompok sasaran dan birokrat itu sendiri, dengan kompleksitasnya
masing-masing. Tidak hanya dalam proses implementasi dalam
realitasnya ditemukan juga kebijakan dengan tujuan yang jelas telah

dikeluarkan tetapi mengalami hambatan dalam implementasi karena
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dihadapkan dengan berbagai kesulitan atau hambatan. Salah satu
pendapat yang sangat singkat dan tegas tentang keberhasilan atau
kegagalan dari implementasi kebijakan disampaikan oleh D.L. Weimer
dan Aidan R.Vining (Pasolong, 2010: 59). Menurut mereka ada tiga

faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

a. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampa seberapa
benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh
hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan

tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

b. Hakikat kerja sama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak
yang terlibat dalam kerja sama merupakan suatu assembling

produktif.

c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan,

komitmen untuk mengel ola pel aksanaanya.

Implementasi  kebijakan mempunyai berbagai hambatan yang
mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan publik. Gow dan Morss
mengungkapkan hambatan-hambatan (Pasolong, 201: 59) tersebut
antaralain:

1. Hambatan politik, ekonomi dan lingkungan.

2. Kelemahan institusi.

3. Ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administratif.

4. Kekurangan dalam bantuan teknis.
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5. Kurangnya desentralisasi dan partisipasi

6. Pengaturan waktu (timing).

7. Sisteminformas yang kurang mendukung.
8. Perbedaan agenda tujuan antara aktor.

9. Pukungan yang berkesinambungan.

Semua hambatan ini dapat dengan mudah dibedakan atas hambatan dari
dalam (faktor internal) dan dari luar (faktor eksternal) (Pasolong, 2010:
59). Hambatan dari dalam atau yang sering disebut dengan faktor
internal  dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas input yang
digunakan seperti sumber daya manusia, dana, struktur organisasi,
informasi, sarana dan fasilitas yang dimiliki, serta aturan-aturan,
sistem dan prosedur yang harus digunakan. Sedangkan hambatan dari
luar atau sering disebut sebagai factor eksternal dapat dibedakan atas
semua kekuatan yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung
kepada proses implementasi kebijakan pemerintah, kelompok sasaran,

kecenderungan ekonomi, politik, kondisi social budaya dan sebagainya.

Faktor kendala dalam pelaksanaan pengampunan pgak (tax amnesty)
memiliki dua faktor kendala yaitu kendala internal dan faktor kendala
eksternal. Dimana faktor interna yang menjadi kendala pada
pel aksanaan pengampunan pgjak (tax amnesty) adalah pegawai kesulitan
membagi waktu untuk penyuluhan/sosidlisasi karena tim penyuluh

melakukan kewgjiban yang lainnya. Faktor eksternal yang menjadi
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kendala dalam pelaksanaan pengampunan pajak (tax amnesty) adalah
masih kurangnya pemahaman dalam mengikuti pengampunan pajak
(tax amnesty). masih kesulitan untuk memahami semua persyaratan
mengikuti pengampunan pajak (tax amnesty). Sehingga kurang antusias

untuk ikut pengampunan pajak (tax amnesty).



BAB |11

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, jenis
penelitian yang berupaya menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan
jalan memaparkan data secara kata-kata, dan gambar (Moleong, 2012: 6).
Sementara pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu
peneliti yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang
dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan
dan secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa,
pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai

metode ilmiah.

Maksud peneliti menggunakan metode tersebut untuk mendeskripsikan dan
memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang implementas
kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) di Kantor Pelayanan Pgak

Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung.
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B. FokusPendlitian
Untuk menciptakan penelitian yang terkonsentrasi, maka penelitian
menetapkan fokus penelitian. Fokus penelitian dimaksudkan untuk
membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih
mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Pembatasan dalam
penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kajian yang akan diteliti.
Adapun fokus penelitian dalam peneitian ini meliputi implementas
kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) di Kantor Pelayanan Pgak
Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung menggunakan model
Charles O. Jones, indikator dari model tersebut adalah :
1. Organisas
Dalam pendlitian ini aspek yang digunakan dalam organisasi yang
hendak dianalisis terkait dengan kebijakan pengampunan pajak (tax
amnesty), organisasi yang memiliki struktur organisasi, pembentukan
unit/sarana, adanya sumber daya manusia yang berkualitas untuk

pelaksanaan pengampunan pgjak (tax amnesty).

2. Interpretas
Daam penditian ini aspek yang digunakan dalam interpretasi yang
hendak dianalisis terkait kebijakan pengampunan pgak (tax amnesty),
kemampuan pegawa kantor pelayanan paak dalam menangani
pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) sesual dengan

peraturan yang berlaku dan harus bertanggung jawab.
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3. Penerapan
Dalam penelitian ini aspek yang digunakan dalam penerapan kebijakan
pengampunan pajak (tax amnesty) yang akan dianalisis adalah penerapan
berupa petunjuk pelaksanaan telah berjalan sesuai dengan ketentuan
kebijakan pemerintah serta kebutuhan rutin seperti pendanaan/anggaran

dan lain-lain sesuai dengan tujuan kebijakan.

Indikator yang dikemukakan oleh Charles O. Jones merupakan indikator
yang bisa menjelaskan secara konkret dalam menjelaskan proses
implementasi kebijakan yang sebenarnya dilihat dari aspek organisas,
interpretasi, serta penergpan sehingga dapat dianalisis apa yang

menyebabkan sebuah kendala dalam suatu penelitian.

C. Lokas Pendlitian
Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian
terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi
dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data yang akurat
(Moleong, 2011: 128). Dalam penentuan lokasi penelitian, cara terbaik yang
ditempuh adalah dengan jalan mempertimbangkan substantif dengan
menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di
lapangan. Sementara itu geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga
perlu juga dipertimbangkan dalam menentukan lokasi penelitian. Lokasi
penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pgak Pratama Tanjung Karang

Kota Bandar Lampung.
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D. Jenisdan Sumber Data
1. JenisData

Berkaitan dengan hal ini, pada bagian ini jenis data dibagi ke dalam kata-

kata, tindakan, sumber datatertulis dan foto. Data adalah nahan keterangan

dalam suatu objek penelitian yang diperoleh. Sedangkan jenis data yang

digunakan dalam penelitian ini (Moleong, 2012: 157) adalah sebagai

berikut :

a DataPrimer
Data primer merupakan data yang diperoleh dari kata-kata dan
tindakan informan serta peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan
fokus penelitian yang terjadi pada hasil pengumpulan peneliti selama
berda dilokasi penelitian. Data primer ini diperoleh peneliti selama
proses pengumpulan data dengan peneliti melakukan wawancara
dengan informan yang ditentukan secara sengaja artinya informan
yang terpilih yang mengetahui secara baik tentang implementasi
kebijakan pengampunan pagak (tax amnesty) di Kantor Pelayanan

Pgjak Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data-data tertulis yang digunakan sebagai
informasi pendukung dalam analisis data primer. Data ini pada
umumnya berupa dokumen-dokumen tertulis, foto, dil yang terkait

dengan implementasi kebijakan pengampunan pgjak (tax amnesty) di
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Kantor Pelayanan Pgak Pratama Tanjung Karang Kota Bandar

Lampung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data data adalah langkah yang paling utama dalam

penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (,

2013: 308). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

yaitu :

1.

Teknik Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang
mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewer) yang
memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik yang digunakan dengan
memilih anggota sampel secara khusus berdasarkan tujuan penelitian.
Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara ini adalah
catatan kecil peneliti, pedoman wawancara serta handphone untuk
recorder dan kamera. Tujuan dilakukannya wawancara ini adalah untuk
memahami sudut pandang dan pengalaman dari narasumber yang
diwawancaral. Dalam penelitian ini informan yang akan saya wawancarai

adalah:
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Tabel 2. Data Informan

No. Nama Jabatan

1. | Suhono Kepala Seksi Waskon 111

2 ArfinshaFinka P Pelaksana Sub Bagian Umum dan
' K epatuhan Internal

3. | Dedy Faturrachman Y usa Bendahara

4. | RikaAmaiaArdi Seksi Pelayanan

5. | AdityaRamadhan (Operator Consule)

6. | Nanik Nuryani Wagjib Pagjak

7. | EkaNingsih Puji Rahayu Wajib Pajak

8. | Yuliana Wajib Pajak

2.

3.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2017

Teknik Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk menghimpun data sekunder yang memuat
informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen seperti surat-
menyurat, peraturan daerah, dan lain sebagainya. Data-data yang ada
kaitannya dengan implementasi kebijakan pengampunan paak (tax
amnesty) di Kantor Pelayanan Pgak Pratama Tanjung Karang Kota
Bandar Lampung. Adapun dokumentasi yang peneliti dapat dari Kantor
Pelayanan Pgjak Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung berupa
standar operating procedure (SOP) , pelatihan (In house training),
sosialisas pengampunan paak (tax amnesty), tempat pelaksanaan

pengampunan pajak (tax amnesty).

Teknik Observasi
Obeservas adalah teknis pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-

ggaa yang diteiti. Observas merupakan suatu proses melihat
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mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis
untuk suatu tujuan tertentu. Melalui observasi, peneliti melakukan
pengamatan langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang
akurat mengenai kebijakan implementasi pengampunan paak (tax
amnesty) di Kantor Pelayanan Pgjak Pratama Tanjung Karang Kota
Bandar Lampung peneliti menemukan beberapa infografis yang
bertujuan agar Wgjib Pajak lebih memahami pengampunan pagjak (tax

amnesty).

F. Teknik AnalisisData
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa
kualitatif, yaitu dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan
setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan
Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam andlisa data kuaitatif
dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai
tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (, 2016:246).. Aktivitas dalam analisis
data yaitu data reduks data (data reduction), penyajian data (Data Display),
menarik kessmpulan (conclusion drawing) analisis data dalam penelitian ini
yaitu:
1. Reduks Data(Data Reduction)
Reduks data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-ha
yang pokok, menfokuskan pada hal-ha yang penting, dicari tema dan
polanya. Dalam hal ini peneliti memilah data dibutuhkan dalam

penelitian implementasi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) di
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Kantor Pelayanan Pgjak Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung
yaitu pada aspek organisasi, interpretasi, penerapan serta kendala-kendala

dalam implementasi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).

. Penygjian Data (Data Display)

Penygjian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran
secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan diberikan
dalam penygjian data adalah sekumpulan informas yang tersusun dan
memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk
uraian teks naratif dan foto atau gambar sgenisnya. Hal tersebut yaitu
mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan pengampunan paak
(tax amnesty) di Kantor Pelayanan Pgjak Pratama Tanjung Karang Kota
Bandar Lampung yaitu pada aspek organisasi, interpretasi, penerapan
serta kendala-kendala dalam implementasi kebijakan pengampunan pajak
(tax amnesty) terkait dengan aspek tersebut, serta membuat kesimpulan

dari hasil yang telah dipaparkan.

. Menarik Kesimpulan (Conclusion Drawing)

Setelah proses pengumpulan dan penygian data dilakukan, langkah
selanjutnya yaitu menarik kesimpulan dan verifikas data. Verifikas data
yaitu kegiatan peninjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, sehingga
dengan kata lain menguji ulang kebenaran-kebenaran data yang ada

Hasil wawancara dari informan kemudian ditarik kesimpulan sesuai



35

dengan masalah dan tujuan penditi. Kesmpulan terakhir dalam
penelitian ini yaitu berupa deskripsi dan analisis tentang implementasi
kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung yaitu pada aspek
organisasi, interpretasi, penergpan serta kendala-kendala dalam
implementasi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) terkait dengan

aspek tersebut, serta memberiksn saran dan masukan bagi perbaikan

selanjutnya.

Data
Collection

Data display

Data
reduction

Conclusion
drawing

verifying

Gambar 2. Komponen dalam Analisis Data (I nteractive Model).
Sumber: (2016: 247)

G. Teknik Keabsahan Data
Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan.
Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sgjumlah kriteria tertentu.

Menurut Moloeng mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data
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dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa kriteria pemeriksaan

data (Moleong, 2013: 324), yaitu:

1. Dergat kepercayaan (credibility)

a.  Triangulas

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik
pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai
teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Nilai dari
teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk
mengetahui data yang diperoleh meluas, tidak konsisten atau
kontradiksi. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangul asi
dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih
konsisten, tuntas dan pasti (Sugiyono, 2013: 332). Dengan
triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data, bila

dibandingkan dengan satu pendekatan.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan dergat
kepercayaan dengan menggunakan cara triangulass dengan
membandingkan data hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi
di lapangan. Pendliti melakukan pengecekan data melalui berbagai
sumber dengan melakukan wawancara ke beberapa informan, yaitu
pihak Kantor Pelayanan Pgak Pratama Tanjung Karang dan
masyarakat (Wajib Pgjak) yang ikut dalam pelaksanaan kebijakan

pengampunan pajak (tax amnesty).
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2. Kaeteralihan (transferability)
Pengujian keteralihan dalam penelitian kualitatif digunakan supaya orang
lain dapat memahami hasil penelitian sehingga ada kemungkinan untuk
menerapkan hasil penelitian tersebut maka peneliti harus membuat

laporan yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya.

3. Kebergantungan (dependability)
Menurut Sugiyono pengujian kebergantungan dilakukan dengan
melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian (sugiyono, 2013:
277). Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian tapi dapat
memberikan data maka dari itu diperlukannya uji kebergantungan.
Apabila proses penelitian tidak ada tetapi datanya ada, maka penelitian

itu tidak reliabel atau dependable.

4. Kepastian (confirmability)
Kepastian data adalah menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses
yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak adatetapi hasiinya
ada. Dergjat ini dapat dicapai melaui audit atau pemeriksaan yang
cermat bersama dengan pembimbing terhadap seluruh komponen dan

proses penelitian serta hasil pendlitiannya.



BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1

Implementasi pengampunan pajak (tax amnesty) di Kantor Pelayanan Pgjak

Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa implementasi pengampunan pajak (tax amnesty) di Kantor Pelayanan
Pgak Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung sebagian besar sudah
dilakukan dengan baik. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan

model Charles O.Jones sebagai berikuit.

a. Tahap Pengorganisasian
Sumber daya manusia atau tim pelaksana yang melaksanakan
pengampunan pajak (tax amnesty) di Kantor Pelayanan Pgak Pratama
Tanjung Karang Kota Bandar Lampung di bentuk oleh Kepala Kantor.
Pengampunan pajak (tax amnesty) mempunyal tim-tim khusus, terdapat 3
(tiga) tim inti yaitu tim penerima, tim peneliti dan tim pemberkasan

masing-masing tim mempunyai tugas untuk mel aksanakan kebijakan.
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Sarana yang dimiliki Kantor Pelayanan Pgjak Pratama Tanjung Karang
sudah lengkap dan semua dalam kondisi baik untuk mendukung
pelaksanaan kebijakan pengampunan pgak (tax amnesty). Untuk
menunjang kinerja yang berkualitas Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Tanjung Karang mengirim bebeapa pegawai untuk mengikuti pelatihan

yang diadakan oleh kantor pusat atau kantor wilayah.

Tahap Interpretasi

Penanggung jawab pelaksanaan pengampunan pagjak (tax amnesty) di
Kantor Pelayanan Pgjak Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung
adalah kepala kantor. Koordinasi antar pegawai Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Tanjung Karang sangat baik. Serta pelaksanaan pengampunan
pajak (tax amnesty) yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Operating
Procedure (SOP) tetapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung
Karang tidak ada Standar Operating Procedure (SOP) khusus untuk
pengampunan pagak (tax amnesty). Kantor Pelayanan Pgjak Pratama
Tanjung Karang Kota Bandar Lampung mempunya strategi khusus
untuk sosialissi adalah dengan mengajak seluruh wajib paak untuk
makan malam bersama dan melakukan sosialisasi melalui media sosia

instagram twitter dan facebook.

Tahap Penerapan
Pengampunan pajak (tax amnesty) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Tanjung Karang Kota Bandar Lampung sudah dilaksanakan segak



92

dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
pengampunan pgjak (tax amnesty). Dalam ha anggaran pelaksanaan
pengampunan pajak (tax amnesty) di Kantor Pelayanan Pgjak Pratama
Tanjung Karang Kota Bandar Lampung tidak ada anggaran khusus
pel aksanaan pengampunan pajak (tax amnesty) seluruhnya menggunakan
anggaran kantor. Berlangsungnya pelaksanaan pengampunan pajak (tax
amnesty) wajib pajak mengeluhkan prosedur/tata cara ikut pengampunan
pajak (tax amnesty) yang sangat rumit, wajib pajak kurang antusias untuk
ikut pengampunan pajak (tax amnesty) sertarealisasi dan target di Kantor
Pelayanan Pgjak Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung

dianggap kurang berhasil.

2. Faktor Kendala Implementasi pengampunan pajak (tax amnesty) di Kantor
Pelayanan Pgak Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung,
diantaranya adalah:

a. Kurangnya sumber daya manusia untuk tim penyuluhan/sosialisasi dan
pegawa kesulitan membagi waktu untuk penyuluhan/sosialisasi karena

mempunyai kewagjiban yang lain.

b. Kemudian kurangnya pemahaman waib pagak dalam mengikuti
pengampunan pgak (tax amnesty). Wajib pajak masih kesulitan untuk
memahami semua persyaratan mengikuti pengampunan pgak (tax

amnesty).
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran seprti berikut:

1. Terkait dengan prosedur atau tata cara pengampunan paak (tax amnesty)
diharapkan kepada penyelengara kebijakan pengampunan pagak (tax
amnesty) yaitu pemerintah untuk merancang prosedur/tata cara sesederhana
mungkin, dengan demikian wajib pajak tidak kesulitan untuk mengurus

berkas-berkas pengampunan pajak (tax amnesty).

2. Berkaitan dengan pelaksanaan pengampunan pajak (tax amnesty), Kantor
Pelayanan Pgjak Pratama Tanjung Karang lebih intensif lagi melakukan
sosialisasi/penyulunan untuk sosialisasinya lebih digencarkan lagi agar
wajib pgak lebih paham tentang pengampunan paak (tax amnesty) dan
mempunyai ketertarikan untuk membayar hutang yang belum dilaporkan ke

kantor pajak.

3. Terkait dengan kurangnya sumber daya manusia seharusnya Kementerian
Keuangan perlu menambah pegawa untuk melayani wajib pajak,
penambahan pegawai ini terutama di Kantor Pelayanan Pgjak Pratama
Tanjung Karang, langkah yang mungkin dapat diambil yaitu dengan adanya

sistem pegawai kontrak.
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